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WALIKOTA BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR 
NOMOR 51 TAHUN 2021 

TENT ANG 
PEMBEBASAN DENDA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

DALAM RANGKA PERINGATAN HAR! PERHUBUNGAN NASIONAL 

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BLITAR, 

,--..._ 
I 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa Walikota berwenang memberikan pembebasan 
retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Peraturan 
Daerah Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Urn um 

sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 
2011 ten tang Retribusi Jasa Umum; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan dalam rangka memperingati hari 
Perhubungan Nasional sebagaimana dimaksud dalam 
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.274/G/1971 
tanggal 26 Agustus 1971 tentang Hari Perhubungan 
Nasional, maka perlu membentuk Peraturan Walikota 
tentang Pembebasan Denda Pengujian Kendaraan Bermotor 

Dalam Rangka Peringatan Hari Perhubungan Nasional 

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kata Kecil dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang 
Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia 

b. 
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Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- 

Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- 

Peraturan Perundang-Undangan 
tentang Pembentukan 

(Lembaran Negara 

Undang Nomor 12 Tahun 2011 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
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Pemetintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemetintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3243); 

11. Peraturan Pemetintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemetintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemetintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
12. Peraturan Pemetintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeti Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Betita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Betita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 



Menetapkan 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 

Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Blitar 
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 

(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 7); 
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4); 

17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBEBASAN DENDA 

PENGUJJAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA 

PERINGATAN HAR! PERHUBUNGAN NASIONAL 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Blitar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar. 
3. Kepala Daerah yang eelariju tnya dfeebur Walikota adalah Walikota Blitar. 

4. Sadan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat 

BPKAD adalah Sadan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar 

5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Blitar 
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6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan. 

7. Jasa Um um adalah jasa yang disediakan a tau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

8. Retribusi Jasa Umum, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum 
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

9. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh 

peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. 
10. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji 

dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, 
kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan 
terhadap persyaratan teknis laik jalan. 

BAB II 

PEMBEBASAN DENDA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

Pasal 2 
(1) Dalam rangka memperingati hari Perhubungan Nasional, Walikota 

memberikan pembebasan denda pengujian kendaraan bermotor 

(2) Pembebasan denda pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) berlaku mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 31 

Oktober untuk setiap tahunnya 

Pasal3 

(1) Dengan pemberian pembebasan denda pengujian kendaraan bermotor 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka dalam pclaksanaannya Dinas 

Perhubungan berkoordinasi dengan BPKAD melakukan monitoring, 
pengawasan dan evaluasi 

(2) Berdasarkan basil monitoring, pengawasan dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), BPKAD dapat memberikan rekomendasi atas 
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pelaksanaan pemberian pembebasan denda pengujian kendaraan bermotor 

kepada Dinas Perhubungan 

Pasal 4 

Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan \Valikota ini, sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan 
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Blitar. 

Ditetapkan di Blitar 
Pada tanggal 30 September 2021 

WALIKOTA BLITAR, 

Ttd. 

SANTOSO 

Diundangkan di Blitar 
Pada tanggal 30 September 2021 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR 

Ttd. 

Priyo Suhartono 

SERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 51 
Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi 

AHMAD TOBRONI. SH 
Pembina Tk I 

NIP. 196709091998031008 
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